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Abstract. For the validity of a contract specified in Article 1320 of the Civil Code, four
requirements are needed: agreement between two parties, ability to make it, specific case,
and a halal cause since a contract is made as the legal understanding. The agreement is
expected to be able to run normally; but, in practice, in a certain condition, the change
in performance does not run well which often causes default as in the case of the Supreme
Court Ruling No. 602 K/Pdt/2020. The research uses juridical normative approach. The
data are secondary data, obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials.
They are gathered by conducting library research and analyzed qualitatively to get
descriptive research result. The result of the research shows that the purchasing
agreement in which the payment is done by installment/credit does not specify the term
for redemption in the APJB (Purchase Contract Deed). The research problems are as
follows: how about the legal consequence of a APJB which does not specify the term for
redemption and how about the legal protection for the harmed party caused by default.
Judges decision in the Ruling No. 602K/Pdt/2020 does not consider juridical factors such
as the requirement for the validity of a contract specified in Article 1320 and Article 1338

of the Civil Code. All valid contracts are laws for the related parties, contrary to the
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principle of evidence on the APJB made before a Notary and contrary to the principle of
legal certainty (Pacta Sunt Servenda). A Purchase Contract which does not specify the
term of redemption can cause legal uncertainty which potentially brings about a conflict.
One of the legal principles of a contract is the principle of legal protection for the related
parties, especially the harmed party who can do revocation, revocation plus
compensation, and compensation. It is recommended that the parties who make a contract
or agreement fulfill the articles and the content of the contract. A contract can be revoked
based on the agreement of both parties who have made it. Actually, a contract should be
made based on good faith.

Keywords: Default, Purchasing, PJB Contract Deed..

Abstrak. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan
empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu
perikatan;suatu hal tertentu;suatu sebab yang halal.Perjanjian dibuat para pihak sebagai
dasar hubungan hukum.Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah
disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu
pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul
peristiwa yang disebut wanprestasi,seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung No.602
K/Pdt/2020. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif.
Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder
dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah
diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang
bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, didalam perjanjian jual beli ini yang
pembayarannya dilakukan secara mencicil / kredit tidak mencantumkan jangka waktu
pelunasannya dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB). Permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana konsekuensi hukum tmembuatnya, bertentangan beli yang tidak
mencantumkan batas waktu pembayaran dan bagaimana perlindungan hukum terhadap
pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor
602K/Pdt/2020 dinilai tidak mempertimbangkan faktor-faktor yuridis lainnya seperti
syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata,Pasal 1338 KUH Perdata Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya,bertentangan dengan asas pembuktian atas Akta Pengikatan Jual Beli
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(APJB) yang telah dibuat secara sah dihadapan Notaris,dan bertentangan dengan asas
kepastian hukum (Pacta Sunt Servenda). Perjanjian jual beli yang tidak mencantumkan
batas waktu pembayaran dapat menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga berpotensi
menimbulkan sengketa. Salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah prinsip
perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya yang dapat
dilakukan kepada yang dirugikan adalah dengan pembatalan perjanjian; pembatalan
perjanjian berserta ganti rugi; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau
menuntut ganti rugi saja. Sebaiknya pihak-pihak yang telah membuat perjanjian berupaya
untuk memenuhi pasal-pasal dari isi perjanjian yang telah disepakti bersama. Suatu
perjanjian hanya dapat dibatalkan bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak.
Seharusnya perjanjian dilaksanakan dengan asas itikad baik.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli, Akta PJB.

LATAR BELAKANG

Dalam perkara a quo, dimana pada tahun 2007 SR (Penggugat) dan Almarhum
ARW (telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2013) beserta SW (istri) dalam hal ini
disebut Tergugat melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) dengan Akta Nomor 5 dan
Nomor 6 tanggal 15 Januari 2007 dihadapan Notaris SS. Objek Pengikatan Jual Beli
tersebut adalah:

1. Tanah/Bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02042/Cipinang
Melayu, Luas 109 m? dengan surat ukur Nomor 00069/2002 tanggal
11 November 2002.

2. Tanah/Bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 935/Cipinang
Melayu, Luas 245 m?dengan gambar situasi Nomor 1396/1994 tanggal
17 Februari 1994.

Berdasarkan Pasal 2 APJB Nomor 5 dan Nomor 6 tanggal 15 Januari 2007, telah
disepakati harga penjualan atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannya senilai Rp.
500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02042, yang diikat dengan Akta
Pengikatan Jual Beli (APJB) nomor 5 tanggal 15 Januari 2007 dijual
dengan harga Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah).
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2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 935, yang diikat dengan Akta
Pengikatan Jual Beli (APJB) nomor 6 tanggal 15 Januari 2007 dijual
dengan harga Rp. 350.000.000., (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Pembayaran yang telah dilakukan oleh SR (Penggugat) kepada Almarhum ARW
dan SW (tergugat) sejak 2007 hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri tanggal
17 Maret 2016 yaitu:
1. Tanggal 13 Januari 2007, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
sebagai “Down Payment”,
2. Tanggal 15 Januari 2007, sebesar Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan
puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat penandatanganan APJB.
Total yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) dari harga yang disepakati sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
sehingga Penggugat masih memiliki kewajiban pelunasan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah).

Tanggal 12 Juni 2015 atau 8 (delapan) tahun setelah pembayaran terakhir
dilakukan, Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk melakukan pelunasan
pembelian objek sengketa. Menurut Penggugat, telah terjadi kesepakatan secara lisan
kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dapat melunasi sisa kewajibannya
setelah mendapat kompensasi pembayaran ganti kerugian dari Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta, sebagai akibat penggusuran rumah Penggugat yang dilakukan
olen Pemprov DKI Jakarta dan secara implisit membebaskan Penggugat dari
keterlambatan pembayaran sisa kewajibannya yang diakibatkan dari belum
dibayarkannya kompensasai dari Pemprov DKI. Kompensasi tersebut baru diterima oleh
Penggugat pada tahun 2015.

Tanggal 25 Juni 2015, Penggugat menerima surat yang disampaikan oleh anak-
anak almarhum Tergugat beserta istri yang berisi peringatan/teguran untuk segera
melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah),
dan apabila tidak membayar maka Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 dan Nomor 6 akan

dibatalkan secara sepihak oleh anak-anak Almarhum ARW dan SW (Tergugat)*

!Putusan Pengadilan Negeri JakartaTimurNo.126/Pdt.G/2016/PN.Jak. Tim.tanggal 19 Desember 2016,
him.5 terakhir diakses tanggal 12 Desember 2022
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Didalam Akta Perjanjian Jual Beli tersebut hanya disepakati harga jual beli atas 2
bidang tanah berikut bangunan sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah)
Pembayaran Pertama sebagai DP dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah)kemudian Pembayaran Kedua dilakukan pada saat pembuatan Akta Pengikatan
Jual Beli sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), jumlah yang
sudah dibayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Untuk pelunasan pembelian atas 2 bidang tanah
berikut bangunan di dalam Akta Pengikatan Jual beli tidak dicantumkan batas waktu
pelunasan.

Pembeli berjanji secara lisan kepada Penjual akan melunasi pembelian atas 2
bidang tanah berikut bangunan setelah Pembeli mendapatkan ganti rugi atas penggusuran
rumah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Pada Tahun 2015 Pembeli menerima ganti
rugi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan akan melunasi sisa pembelian atas 2
bidang tanah berikut bangunan tersebut.

Sejak tahun 2007 Sertifikat objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat dan
Tergugat masih menempati objek sengketa. Penjual tidak menerima pelunasan atas 2
bidang tanah berikut bangunan dengan alasan harga sudah tidak sesuai lagi dengan nilai
jual saat ini. Menurut Tergugat, kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat bertambah
karena adanya kenaikan harga tanah dan Penggugat tidak melunasi kewajibannya dalam
waktu 8 (delapan) tahun. Ahli waris Tergugat beserta istri tidak mengakui adanya
kesepakatan lisan antara almarhum Tergugat dengan Penggugat.?

Tingkat Pengadilan Negeri, gugatan yang diajukan Penggugat disetujui sebagian
dengan salah satu isinya menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi
(Ingkar Janji) dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Para
Tergugat merasa keberatan dengan hasil keputusan Pengadilan Negeri mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi namun Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan
Negeri.?

Tergugat tetap merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi sehingga

mengajukan kasasi (Pemohon Kasasi) dan hasilnya mengabulkan permohonan kasasi dari

2Putusan Pengadilan Negeri JakartaTimurNo.126/Pdt.G/2016/PN.Jak. Tim.tangal 19 Desember 2016,
him.| terakhir diakses tanggal 12 Desember 2022

3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor. 624/PDT/2017/PT DKI tanggal 14 Desember 2017 terakhir diakses tanggal 12 Desember 2022
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para pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
N0.624/PDT/2017/PT DKI tanggal 14 Desember 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri
No0.126/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim tanggal 11 Januari 2017 karena salah menerapkan
hukum.*

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri. Pertimbangan hakim adalah membenarkan Tergugat telah melakukan
wanprestasi karena tidak menerima itikad baik dari Penggugat untuk pelunasan
pembayaran objek sengketa dengan harga yang telah disepakati bersama. Sedangkan pada
tingkat Kasasi, menurut pertimbangan hakim bahwa Tergugat yang dirugikan sebab harga
objek sengketa saat ini tidak sesuai dengan harga pada saat perjanjian dibuat dengan
mengenyampingkan bahwa pada perjanjian tersebut tidak memuat secara tegas jangka

waktu pelunsan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analitis, Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis
normatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library
research). Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah: a) Studi dokumen, b) Studi
kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Tidak Mencamtumkan
Batas Waktu Pembayaran

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian yang dibuat
secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa para pihak untuk melaksanakan
perjanjian serta memberikan kepastian hukum kepada mereka yang membuatnya. Akibat
hukum perjanjian ada dua yaitu akibat hukum perjanjian yang sah dan akibat hukum
perjanjian yang tidak sah.

a.) Akibat hukum perjanjian yang sah adalah:

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung
Nomor.602K/Pdt/2020.terakhir diakses tanggal 12 Desember 2022
®Ibid., hIm.305
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1. Perjanjian mengikat para pihak; Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak

akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang

bagi para pihak yang membuatnya®.

.Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan

kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh
undangundang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata)
Maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak
tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain
terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka
pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu,
pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh
undang-undang. Prinsip yang mengatakan perjanjian yang sah pada asasnya tidak
bisa ditarik kembali secara sepihak, merupakan konsekuensi logis dari asas yang
diletakkan dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W. di atas, yang mengatakan, bahwa

perjanjian mengikat para pihak yang menutupnya seperti undang-undang.

. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).

Menurut Subekti, iktikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap

perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.’

b). Akibat hukum perjanjian yang tidak sah

Subekti memberi nama dan membagi syarat perjanjian menjadi dua bagian yaitu syarat

subjektif (syarat sepakat dan cakap) dan syarat objektif (syarat objek yang jelas dan

sebab yang halal).® Apabila syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi

membawa akibat hukum terhadap perjanjian.

1). Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif. Perjanjian

merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, selain sumber-sumber
lain yang melahirkan perikatan, yaitu undang-undang. Jadi perikatan itu lahir
karena dua hal, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir
karena undang-undang. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif,
maka akibat hukumnya perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”. Dapat dibatalkan

6Ahmad Miru dan Sakk Pati, 2011, Hukum Perikatan, Rajarafindo Perkasa Jakarta, him.78
"Ibid, Subekti,2001:42

8Ibid
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artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri

tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas

permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap
atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

2). Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif Apabila suatu
perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka akibat hukumnya perjanjian
tersebut adalah “batal demi hukum”. Batal demi hukum artinya adalah dari semula
dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu
perikatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui terdapat perbedaan
antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan
yaitu dilihat adanya unsur yang tidak terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang
menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan

mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Jual beli merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

prakteknya jual beli dapat berupa pembelian tanah/bangunan dan dapat pembayarannya

dapat secara lunas maupun dicicil/kredit. Pada saat pembayaran lunas, objek yang

menjadi jual beli diserahkan kepada pembeli. Sedangkan untuk pembayaran secara

dicicil/kredit penyerahan barang dan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan

kesepakatan para pihak.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk

secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

a.
b.

C.

Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.

Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.

Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.

Bebas menentukan bentuk perjanjian.

Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.®

Klausula dalam perjanjian merupakan hal yang penting dan utama dalam

menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli. Selain menentukan

®Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, him.4
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objek, harga dan jangka waktu pembayaran merupakan hal yang harus ada di dalam
perjanjian jual beli. Salah satu kewajiban yang paling umum adalah pembayaran, karena
pada dasarnya dalam suatu transaksi ada pembayaran yang harus dilakukan salah satu
pihak kepada pihak lainnya sebagai timbal balik atas barang atau jasa yang telah
diberikan.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di
tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdata). Jika pada
waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli
harus membayar di tempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514
KUHPerdata). Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat
menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUHPerdata).°

Pasal 1473 KUHPerdata menyebutkan seorang penjual diwajibkan menyatakan
dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan
ditafsir untuk kerugiannya. Pasal 1474 KUHPerdata menyebutkan bahwa penjual
mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu:

1) Menyerahkan barangnya

2) Menanggung barang yang dijual.
Penyerahan disini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam
kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUHPerdata). Adapun penaggungan
yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli yaitu untuk menjamin dua hal,
yaitu:

1) Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram yang terdiri dari
bebas dari tuntutan pihak ketiga dan bebas dari pembebanan hak

2) Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi

Perjanjian jual beli secara dicicil yang tidak mencantumkan batas waktu
pembayaran mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap bukan perjanjian jual beli.
Dengan dibuatnya suau perjanjian, maka secara otomatis para pihak yang sudah membuat
perjanjian terikat secara perdata. Agar perjanjian tersebut sah secara hukum, maka
memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,

yaitu:

19P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit, hal.307



ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI ATAS HARGA YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.602 K/PDT/2020)
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.

Tidak dicantumkannya batas waktu pembayaran dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum. Mengakibatkan adanya perbedaan pendapat tentang kapan waktu
pembayaran dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Agar perjanjian
tersebut efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya,
maka batas waktu pembayaran dicantumkan secara tegas. Kejelasan dalam perjanjian
dapat menjadi dasar untuk penuntutan prestasi dan penagihan pembayaran.!! Berdasarkan
hal tersebut, maka teori kepastian hukum dipergunakan untuk menjawab permasalahan
ini. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan
kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan sebagai pisau analisis dalam
menyelesaikan sengketa terkait perjanjian jual beli yang tidak mencantumkan batas waktu
pembayaran.

Dalam suatu perjanjian, yang harus diperhatikan adalah poin-poin yang dapat
menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam proses penyelesaian perjanjian. Hal inilah
yang seringkali menjadi perdebatan di antara para pihak yang membuat perjanjian.
Masing-masing pihak tidak mau ada kepentingannya yang dirugikan. Sehingga dalam
pembuatan suatu perjanjian seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan dalam proses
penyusunan perjanjiannya.

Jika sudah terlaksana perjanjian yang tidak mencantumkan batas waktu
pembayaran dan untuk menghidari terjadinya sengketa maka sebaiknya para pihak

melakukann negosiasi utuk membuat adendum perjanjian. Adendum perjanjian ini

IWwahyu Nandang Herawan, Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian Tak Mencantumkan Tanggal
Pembayaran, hukumonline.com terakhir diakses tanggal 12 Juni 2023
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dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya, namun

merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya.

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi

Pasal 1234 KUHPerdata, menentukan setiap perjanjian adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang harus
dilakukan itu disebut prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap
debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah hakekat dari suatu
perjanjian. Agar suatu perjanjian dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifat
prestasi tersebut, adalah:

a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.

b) Harus mungkin

c) Harus diperbolehkan (halal)

d) Harus ada manfaatnya bagi kreditur

e) Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.?

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada
subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun
represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain,
perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu
ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga
tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan
hukum dalam arti luas adalah diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala
ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan
damai.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip
perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum
terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi
dalam perjanjian pengikatan jual beli, maka tergantung kepada kedudukan dari perjanjian

pengikatan jual beli dan wanprestasi. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak

2Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992, him.20.
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yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada
pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:*®
1) Exceptio non adimpleti contractus atau menolak melakukan prestasinya atau

melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.

2) Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan
wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual
beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi
selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya
yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.

3) Menuntut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi,
pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang
diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak
yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak
lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi
yang telah dilakukannya.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu
dari lima kemungkinan sebagai berikut:

1) Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.

2) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.

3) Menuntut penggantian kerugian.

4) Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

5) Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Sebagian besar perikatan yang dilakukan dalam masyarakat terjadi karena
perjanjian. Karena itu, undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata).
Artinya jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi
itu dapat dipaksakan.

Jika pihak yang satu tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi, maka pihak
yang lainnya berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan pengadilan akan

memaksakan pemenuhan prestasi tersebut dengan menyita dan melelang harta

BMunir Fuady, Op.Cit., HIm.96
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kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain. Perjanjian yang diakui

dan diberi akibat hukum itu adalah perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang

serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun
kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan.
Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah
sebagai berikut:4
1) Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perjanjian

tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan
wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan
perjanjian tersebut. mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
a) Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
b) Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH

Perdata)

2) Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu
pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut
berhak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak
untuk memutuskan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini
berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:

a) Wanprestasi harus serius. Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya
suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan
kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestaisi terhadap perjanjian
tersebut, atau

2) Jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka hakim dapat menentukan apakah
tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai
suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.

b) Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan. Pengesarnpingan hak
untuk memutuskan perjanjian mempunyai konsekuensi hukum berupa hilangnya

hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti

4Ibid.,HIm.98
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rugi. Pada prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan suatu perjanjian
oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan
dengan dua jalan sebagai berikut:

1. Dilakukan secara tegas dan

2. Dilakukan dengan tindakan.
¢) Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan
d) Wanprestasi disertai unsur kesalahan:

1. Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur
“kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang
dirugikah untuk dapat memutuskan perjanjian.

2. Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan “discresi” dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat
memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian
tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali
prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak
yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan
restorasi (restoration), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan
manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan
wanprestasi tersebut.

Bentuk perlindungan lain adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk
melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus
diberi kesempatan untuk membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan
untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, antara lain:

1) Ketentuan tentang overmacht (keadaaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam
pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti
biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya
perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan
oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,
walaupun tidak ada itikad buruk padanya . Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak
ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena
hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat

sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.”
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Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak

dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang

berada di luar kekuasaannya (bukan karena kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat
diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa

dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Keadaan memaksa absolut. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak
dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi,
banjir bandang, dan adanya lahar. Akibat keadaan memaksa ini, yaitu Debitur tidak
perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata); Kreditur tidak berhak atas
pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk
menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH
perdata.

b) Keadaan memaksa relativ. Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih
mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus
dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau
menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan
tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar atau dengan kata lain berupa suatu
keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih
tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari
regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan
ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain. Akibatnya: Beban resiko tidak
berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

2) bahwa kreditur juga lalai.
3) Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.
Beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan wanprestasi:
1) Putusan Mahkamah Agunng Republik Indonesia Reg. No.704 K/Sip/1972 tanggal 21

Mei 1973. Kaidah Hukumnya:

Bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat, maka dalam hal terjadi wanprestasi.

Satu pihak oleh sebab tidak membayar harga barang yang dibeli, pihak yang dirugikan

dapat menuntut pembatalan jual beli.
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2) Putusan Mahkamah Agunng Republik Indonesia Reg. N0.401 K/Sip/1972 tanggal 7
Oktober 1972 Kaidah Hukumnya:
Dalam hal utang piutang yang borg suatu barang tetap, kalau yang berutang melakukan
wanprestasi tidak dengan otomatis barang-barang tanggungan itu menjadi milik yang
mengutangkan, akan tetapi hal ini baru berarti, kalau tidak diperjanjikan dengan tegas
di dalam surat perjanjian. Berapapun besarnya bunga utang, asal sudah diperjanjikan
harus dipenuhi.

3). Putusan Mahkamah Agunng Republik Indonesia Reg. No0.63K/Pdt/1987 tanggal 15
Oktober 1988 Kaidah Hukumnya:
Dalam hal tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang
ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa tergugat telah melakukan
wanprestasi dan mempunyai utang atau pinjaman kepada penggugat sebesar harga
barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka
ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu
6% setahun sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap
Mahkamah Agung.

4). Putusan Mahkamah Agunng Republik Indonesia Reg. No. 3138K/Pdt/1997 tanggal
29 April 1997 Kaidah Hukumnya:
Perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan, jika tidak ditindaklanjuti dan
dibuat di depan notaris, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi
para pihak yang membuatnya, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Tindakan
terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri,
in casu perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum

disetujui istri tidak sah menurut hukum.

Pertimbangan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Atas Harga Yang
Telah Disepakati Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 602
K/Pdt/2020

Permasalahan ataupun sengketa tentang perjanjian jual beli khususnya pembelian
secara kredit semakin banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Kesadaran masyarakat
akan pentingnya perjanjian jual beli juga semakin meningkat sebab saat ini masyarakat

sadar kalau perjanjian yang dibuat secara lisan dapat mudah diingkari sehingga untuk
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mengutakan kesepakatan maka dibuatlah perjanjian secara tertulis dan tidak jarang
mempergunakan perjanjian notaril agar memberikan kepastian hukum bagi mereka.
Namun, klausula dalam perjanjian jual beli dapat memberikan multitafsir dan tidak jarang
menimbulkan perselisihan bagi para pihak, apalagi bila salah satu pihak meninggal dunia
dan digantikan oleh ahli warisnya.

Permasalahan jual beli ini dapat dimulai dari barang yang tidak sesuai, tidak adanya
garansi/jaminan barang diterima sesuai waktu yang diperjanjikan bahkan tidak adanya
batasan tegas dari jangka waktu pembayaran. Berdasarkan kondisi ini banyak sengketa
yang dimintakan penyelesaiannya oleh para pihak melalui peradilan agar memperoleh
putusan yang seadil-adilnya.

Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum harus dilihat, diterima dan diterapkan
sebagai suatu keseluruhan. Lembaga peradilan adalah salah satu unsur dari sistem hukum.
Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal ada tuntutan hak yang
konkret melaui pengadilan. Tuntutan hak yang konkret itu sehubungan dengan asas
“hakim yang pasif” yang didasarkan pada asas dimana tidak ada tuntutan/penuntut, maka
tidak ada hakim.*®

Tujuan utama hukum adalah keadilan dan pembicaraan tentang keadilan memiliki
cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum sampai pada keadilan
sosial. Bertindak adil dan tidak adil terlihat mudah namun dalam penerapannya tidak
mudah.'® Kata “keadilan” dalam Bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari
Bahasa latin “iustitia”. Kata “‘justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu:
1. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair
2. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan

hak dan ganjaran atau hukuman
3. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu
perkara dibawa ke pengadilan.t’

Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi

landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga

5Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta,
2015, him.2

16Sahat HMT Sinaga, Notaris & Badan Hukum Indonesia, Bekasi: Jala Permata Aksara,2019., him.60
Ibid., him.61
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keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.’® Hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat.!® Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk
mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di
dalam masyarakat agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa
keadilan masyarakat.?® Menurut Aristoteles, keadilan remedial merupakan urusan hakim
dimana hakim memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan
prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law).?

Mahkamah Agung dalam instruksinya No:KMA/015/INST/V1/1998 tanggal 01 Juni 1998
menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan
yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos
(pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan
kebenaran), dan siologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) serta logos
(diterima dengan akal sehat), demi tercapainya kemandirian para penyelenggara kekuasaan.?

Idealnya putusan hakim harus memenuhi dua syarat yaitu syarat teoretis dan syarat
praktis. Syarat teoritis artinya telah sesuai dengan teori yang teruji kebenarannya
sedangkan syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni
dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktekkan.?® Salah satu syarat
teoretis adalah putusan harus memenuhi syarat yuridis. Syarat yuridis merupakan syarat
dan ciri utama serta kerangka inti suatu putusan. Ciri utama dari proses litigasi ialah
memenuhi syarat yuridis.?*

Komponen syarat yuridis tersebut sekurang-kurangnya ada tiga yaitu:

1. Mempunyai dasar hukum, yaitu telah sesuai dengan hukum formil maupun hukum
materil.

2. Memberi kepastian hukum, yaitu putusan hakim harus dapat memberi kepastian

hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan

8penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

%pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

A, Mukti Arto, Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2017, him.72

2l1shag, loc.cit

227, Mukti Arto, op.cit.,him.89

Z1bid., him.90

%1bid., him.102
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3. Memberi perlindungan hukum, vyaitu putusan hakim harus dapat memberi
perlindungan hukum kepada para pihak, karena pada hakikatnya proses litigasi untuk
melindungi dan menjamin hak asasi manusia.?®

Berdasarkan penjelesan diatas, penulis beranggapan bahwa pertimbangan hukum
pada puutusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah benar. Sedangkan
pertimbangan hukum pada Mahkamah Agung belum mempertimbangkan hal-hal yuridis,
yaitu:

1. Bertentangan dengan Pasal 1320 tentang Kesepakatan yang merupakan syarat
sah perjanjian yaitu:

a, Sepakat mereka yang mengikat dirinya

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Pada Akta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 dan 6, tertanggal 15 Januari 2007
dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Isi perjanjian merupakan kesepakatan
para pihak yang membuatnya. Dibuat oleh mereka yang secara hukum cakap dan
berwenang untuk itu. Objek perjanjian juga merupakan hal yang diperbolehkan secara
hukum yaitu berupa tanah dan bangunan. Tujuan perjanjian tersebut merupakan tujuan
yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan ataupun Kketertiban
umum. Tujuan perjanjian merupakan tujuan yang umum yaitu untuk jual beli
tanah/bangunan.

Klausula yang terdapat dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 dan 6
merupakan kesepakatan dari keinginan dan kehendak masing-masing pihak. Sebelum
akta tersebut ditandatangani, para pihak telah membaca isi perjanjian dan telah
menyetujui hal-hal yang tertuang di dalamnya. Bila kedepannya timbul permasalahan,
maka perjanjian tersebut yang menjadi acuan dalam penyelesaiannya.

2. Bertentangan dengan Pasal 1338 tentang asas Punct Sunt Servanda, dimana perjanjian
berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak Yang Membuatnya, ‘“Persetujuan-

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

Blbid., him.102-104
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atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

“Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal tersebut terlihat jelas bahwa perjanjian berlaku sebagai
Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh sebab itu para pihak tidak
boleh mengingkari apa saja yang telah tertera di dalam perjanjian baik itu berupa hak
maupun kewajiban.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian
itu. Pasal 1318 KUHPerdata menyebutkan “Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu
hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang
yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat
disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.” Hal ini
menunjukaan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian, maka orang itu
dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang yang memperoleh
hak daripadanya.

Bertentangan dengan asas pembuktian, Akta PJB merupakan alat bukti yang sempurna

yang telah dibuat secara sah berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para

pihak yang membuatnya. Dijelaskan bahwa pengertian “sempurna” itu dikarenakan
akta tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak. Konkretnya, sebagai
bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi.

Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang

didalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:

1. Pembuktian Lahiriah (Uitwendige bewijskracht) Bahwa dari bentuk lahiriah
tampak luar sebuah akta karena sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-
undang.

2. Pembuktian Formal (Formele bewijskracht) Notaris menjamin kebenaran dan
kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para
pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris,
serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris.

JMA - VOLUME 2, NO. 5, MEI 2024



3. Pembuktian Materiil (Materiele bewijskracht) Keterangan atau pernyataan yang
dituangkan dalam akta harus dinilai benar sebagai kejadian sebenarnya yang
diinginkan dan kemudian dituangkan dalam akta.?®

“Mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus
dipercaya hakim, yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran
tersebut tidak dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, yang menyatakan bahwa secara hukum Akta Pengikatan Jual Beli
Nomor 5 dan 6, tertanggal 15 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris antara
Penggugat dan Tergugat | dan Almarhum Andi Roswandi Wazar (suami Tergugat
I) adalah sah dan mengikat secara hukum.

Para tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan
secara hukum dinyatakan wanprestasi/ingkar janji yaitu tidak melakuan apa yang
disanggupi akan dilakukannya, maka berlakulah ketentuan hukum umum
sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan :”Pihak yang
terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain
untuk memenuhi perjanjian itu, jika itu masih dapat dilakukan,atau pembatalan
perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Karena Penggugat
dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian itu jika itu
dapat dilakukan, maka menurut Majelis Hakim untuk tidak saling menimbulkan
kerugian para pihak adalah patut dan adil menghukum Para Tergugat untuk
melanjutkan Proses Jual Beli dengan Penggugat atas Akta Pengikatan Jual Beli
No,5 dan 6 tanggal 15 Januari 2007.

4. Bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum
berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, pihak ketiga (hakim, dll.) harus
menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Asas
kepastian hukum tersebut termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
terutama dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya” tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah

mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang

%Freddy Harris, Notaris Indonesia. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, him.66-69
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membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib mentaati dan
melaksanakan perjanjian tersebu. Lebih jauh pihak yang satu tidak dapat
melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Asas kepastian
hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya apabila dalam suatu perjanjian
kedudukan para pihak seimbang dan masing-masing pihak cakap untuk

melakukan perbuatan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

2.

22

Dalam suatu perjanjian jual beli secara dicicil (tidak lunas) yang tidak mencantumkan
batas waktu pembayaran/pelunasan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,
mengakibatkan adanya perbedaan pendapat tentang kapan waktu pembayaran
dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.
Salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan hukum bagi
para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya yang dapat dilakukan kepada yang
dirugikan dengan pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian berserta ganti rugi,
pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut ganti rugi saja.
Sedangkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi perlindungan diberikan berupa
adanya mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian dengan kewajiban
melaksanakan somasi dan kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat
pengadilan.
Dalam perkara nomor 602K/Pdt/2020 tanggal 02 Juni 2020, putusan yang diberikan
oleh hakim Mahkamah Agung dirasakan kurang tepat karena tidak
mempertimbangkan faktor-faktor yuridis seperti:
a) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang Kesepakatan yang
merupakan sahnya suatu perjanjian.
b) Bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata tentang Asas Pacta Sunt Servenda,
dimana perjanjian berlaku sebagai sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang

membuatnya.
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c) Bertentangan dengan asas pembuktian atas Akta PJB yang merupakan alat bukti
yang sempurna.

d) Bertentangan dengan asas kepastian hukum bahwa suatu perjanjian memiliki
kepastian hukum.

Saran

1.

Sebaiknya dalam membuat suatu perjanjian pihak-pihak yang telah membuat
perjanjian mengerti apa isi dari perjanjian yang dibuatnya, khusunya terhadap
klausulanya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa.
Peran Notaris juga sangat diperlukan khusunya terkait penyuluhan hukum atas akta
notaril yang dibuatnya agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Agar perjanjian tersebut efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak
yang membuatnya, maka batas waktu pembayaran dicantumkan secara tegas untuk
menghindari terjadinya sengketa. Jika sudah terlaksana perjanjian yang tidak
mencantumkan batas waktu pembayaran, sebaiknya para pihak melakukan negosiasi
untuk membuat adendum perjanjian.

Banyak sengketa wanprestasi yang timbul karena tidak terpenuhinya isi dari
perjanjian yang dibuat oleh p ara pihak. Oleh karena itu perlu disarankan agar Para
Pihak yang akan membuat perjanjian memahami apa yang diinginkan oleh masing-

masing pihak
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